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This study analyzes corruption case handling by the Prosecutor’s 

Office through a Social Network Analysis (SNA) within the 

framework of Network Governance Theory. It reconceptualizes 

prosecutorial performance as a networked enforcement system 

shaped by inter-organizational relations rather than a purely 

hierarchical legal process. The unit of analysis is case-based 

relational networks across investigation, prosecution, and audit 

stages. Findings indicate a moderately centralized but structurally 

fragmented network, where cross-institutional coordination is 

primarily mediated by brokerage actors. Centrality analysis reveals 

a clear decoupling between formal authority and relational power, 

with actors holding high betweenness centrality exerting 

disproportionate influence over information flow and evidentiary 

validation. Modularity results identify three institutional clusters—

investigation, prosecution, and audit—with strong internal 

cohesion but weak inter-cluster connectivity. This configuration 

produces a brokerage-dependent enforcement structure, where case 

progression relies on a limited number of bridging actors. Network 

density further confirms asymmetric coordination patterns 

characterized by strong intra-cluster ties and weak inter-cluster 

integration. The study introduces the concept of configurational 

enforcement bias, highlighting how network structure 

systematically shapes prosecutorial outcomes through unequal 

distribution of information access and coordination capacity. The 

findings extend Network Governance Theory by demonstrating that 

criminal justice governance is structurally asymmetric and 

relationally contingent. 
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I. INTRODUCTION 

Penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan secara tradisional dipahami sebagai 

manifestasi kewenangan institusional yang bersifat hierarkis, berbasis hukum acara pidana, dan 

dioperasionalkan melalui mekanisme formal yang linier (Zeng & Cohen, 2026). Namun, praktik 

empiris menunjukkan bahwa proses tersebut bekerja sebagai sistem penegakan hukum berbasis 

jaringan (networked enforcement system) yang ditopang oleh interaksi lintas organisasi yang tidak 

sepenuhnya selaras dengan struktur kewenangan formal. Unit analisis dalam penelitian ini adalah 

relasi inter-organisasional antaraktor dalam setiap tahapan penanganan perkara korupsi (penyidikan, 

penuntutan, hingga eksekusi), yang dipahami sebagai rangkaian jaringan dinamis berbasis kasus (case-

based relational network) (Arnone, 2026). 
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Dalam kerangka Network Governance Theory, koordinasi antarorganisasi tidak direduksi sebagai hasil 

kontrol hierarkis, melainkan sebagai outcome dari pola ketergantungan struktural yang bersifat 

asimetris (He et al., 2026). Dalam konteks penegakan hukum korupsi, muncul paradoks kelembagaan 

yang lebih spesifik: perluasan kewenangan formal Kejaksaan dalam domain penuntutan tidak 

menghasilkan otonomi substantif dalam produksi perkara, karena efektivitas penanganan justru 

bergantung pada akses relasional terhadap aktor eksternal yang menguasai informasi, bukti, dan 

legitimasi teknis (Wang et al., 2023). Paradoks ini merefleksikan ketegangan antara legal authoritydan 

relational power, di mana pengaruh dalam proses penuntutan tidak didistribusikan secara proporsional 

berdasarkan hierarki formal, tetapi mengikuti posisi struktural dalam jaringan inter-organisasional 

(Poppi, 2025). 

Mekanisme mikro yang menjelaskan ketimpangan tersebut bekerja melalui tiga proses relasional 

utama (Hudson et al., 2022). Pertama, kontrol atas aliran informasi perkara, di mana aktor tertentu 

berfungsi sebagai gatekeeper terhadap akses data dan perkembangan penyidikan. Kedua, mediasi 

validasi bukti, di mana legitimasi teknis terhadap bukti bergantung pada aktor-aktor tertentu di luar 

Kejaksaan yang memiliki otoritas eksperiensial atau administratif. Ketiga, koordinasi asimetris lintas 

institusi, di mana sinkronisasi proses hukum bergantung pada aktor perantara (brokers) yang 

menghubungkan subsistem institusional yang terfragmentasi. Ketiga mekanisme ini membentuk dasar 

operasional dari struktur jaringan penuntutan perkara korupsi (Meyer et al., 2026; Reyes-Gonzalez et 

al., 2025). 

Literatur penegakan hukum korupsi masih didominasi pendekatan normatif positivistik yang berfokus 

pada desain kewenangan, prosedur hukum acara, dan kepatuhan institusional (MANUKYAN et al., 

2023). Perspektif tersebut belum mampu menangkap bagaimana distribusi pengaruh aktual terbentuk 

melalui struktur relasional. Studi empiris berbasis Social Network Analysis (SNA) dalam sistem 

prosecutorial juga masih terbatas pada deskripsi hubungan antaraktor tanpa mengurai bagaimana 

struktur jaringan menghasilkan ketimpangan pengaruh, bottleneck koordinasi, dan dependency 

trapsdalam proses penanganan perkara (Arsyad et al., 2026; Labik Amanquandor, 2024). 

Meskipun kajian mengenai penanganan tindak pidana korupsi telah berkembang secara signifikan, 

sebagian besar penelitian masih menempatkan efektivitas penegakan hukum sebagai konsekuensi dari 

kapasitas kelembagaan, kecukupan regulasi, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum (Brook & 

Cseres, 2024). Perspektif tersebut memberikan pemahaman yang memadai mengenai dimensi normatif 

sistem peradilan pidana, namun belum mampu menjelaskan bagaimana pola hubungan antaraktor 

lintas institusi membentuk efektivitas koordinasi dalam praktik penanganan perkara (Gikay, 2023). 

Dengan kata lain, keberhasilan penanganan perkara korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh kewenangan 

formal yang dimiliki setiap lembaga, tetapi juga oleh struktur hubungan yang memungkinkan 

terjadinya pertukaran informasi, koordinasi, validasi bukti, dan pengambilan keputusan secara kolektif 

(Turksen et al., 2024). 
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Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan Social Network Analysis(SNA) mulai digunakan untuk 

mengkaji hubungan antaraktor dalam berbagai sektor pemerintahan dan penegakan hukum (Adiyoso, 

2022; Berlusconi, 2022). Namun, sebagian besar penerapannya masih berorientasi pada pemetaan pola 

hubungan atau identifikasi aktor sentral tanpa menguraikan bagaimana konfigurasi jaringan tersebut 

menghasilkan ketimpangan distribusi pengaruh dalam proses penanganan perkara (Ficara et al., 2022). 

Akibatnya, hubungan antara struktur jaringan, mekanisme koordinasi, dan efektivitas penuntutan 

masih belum terjelaskan secara komprehensif, terutama dalam konteks penanganan perkara korupsi 

yang melibatkan banyak institusi dengan fungsi, kewenangan, dan sumber daya yang berbeda (Miftah 

et al., 2024). 

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan suatu pendekatan yang mampu 

menjelaskan bagaimana karakteristik struktural jaringan antarorganisasi memengaruhi proses 

penegakan hukum. Penelitian ini memandang bahwa efektivitas penanganan perkara korupsi 

merupakan hasil dari konfigurasi hubungan antaraktor yang terbentuk selama proses penyidikan, 

penuntutan, audit, hingga pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, analisis tidak lagi berfokus pada 

institusi sebagai unit analisis utama, melainkan pada relasi yang menghubungkan aktor-aktor lintas 

organisasi dalam suatu jaringan penanganan perkara (Geissdoerfer et al., 2025; Sager & Gofen, 2022). 

Berdasarkan argumentasi tersebut, penelitian ini mengembangkan pendekatan Social Network Analysis 

dalam kerangka Network Governance Theory untuk mengidentifikasi pola distribusi kekuasaan 

relasional, posisi aktor strategis, tingkat fragmentasi jaringan, serta mekanisme koordinasi yang 

memengaruhi efektivitas penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan. Pendekatan ini diharapkan 

mampu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana struktur jaringan 

membentuk proses penegakan hukum, sekaligus menawarkan perspektif baru dalam memahami tata 

kelola penuntutan perkara korupsi berbasis hubungan antarorganisasi. 

Penelitian ini mengembangkan SNA sebagai pendekatan analitis untuk mengidentifikasi struktur 

kekuasaan relasional dalam sistem penuntutan korupsi berbasis kasus (Diviák & Lord, 2022; Lu et al., 

2025). Fokus analisis diarahkan pada konfigurasi jaringan yang membentuk distribusi pengaruh 

melalui sentralitas aktor, kepadatan relasi, serta posisi brokerage dalam aliran informasi dan validasi 

bukti. Dengan pendekatan ini, jaringan tidak hanya diperlakukan sebagai representasi relasi, tetapi 

sebagai struktur kausal yang menghasilkan outcome institusional. 

Novelty utama penelitian ini adalah identifikasi empiris atas configurational enforcement bias yang 

termanifestasi dalam bentuk brokerage-dependent enforcement structure pada jaringan penanganan 

perkara korupsi.Struktur ini menunjukkan bahwa efektivitas penuntutan tidak ditentukan oleh 

kapasitas institusional secara langsung, tetapi oleh ketergantungan sistemik terhadap aktor-aktor 

perantara yang menempati posisi sentral dalam jaringan lintas lembaga. Temuan ini secara lebih 

spesifik menunjukkan bahwa jaringan penanganan perkara korupsi tidak bersifat homogen maupun 

hierarkis, melainkan terdiri atas klaster institusional terfragmentasi yang hanya dapat terhubung 
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melalui sejumlah kecil aktor penghubung yang memiliki kontrol tidak proporsional terhadap aliran 

informasi dan validasi bukti. Konfigurasi tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum korupsi 

merupakan hasil interaksi simultan antara struktur hukum formal, struktur jaringan inter-

organisasional, dan struktur aliran informasi, di mana outcome penuntutan diproduksi melalui 

mekanisme relasional yang terdistribusi secara asimetris dalam ekosistem penegakan hukum berbasis 

jaringan. 

II. METHODOLOGY 

A. Research Design 

Penelitian ini menggunakan desain mixed-methods berbasis konfigurasi kuantitatif-empiris dengan 

pendekatan Social Network Analysis (SNA) dalam kerangka Network Governance Theory (Halder, 

2025; Meymand et al., 2025). Desain ini dipilih untuk memahami penanganan perkara korupsi sebagai 

sistem inter-organisasional berbasis kasus (case-based enforcement network), di mana relasi antaraktor 

menjadi unit analisis utama yang dapat diukur secara struktural. 

Pendekatan ini menggeser fokus analisis dari institusi individual menuju struktur jaringan penegakan 

hukum yang terbentuk melalui interaksi lintas organisasi dalam setiap tahapan proses penanganan 

perkara korupsi. 

B. Unit of Analysis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah relasi inter-organisasional antaraktor dalam penanganan 

perkara tindak pidana korupsi pada tahapan penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi. Setiap kasus 

direkonstruksi sebagai jaringan berbasis kasus (case-based network), yang terdiri atas aktor sebagai 

node dan relasi koordinasi, komunikasi, serta pertukaran informasi sebagai edge. 

C. Data Structure and Sources 

Data penelitian dikonstruksi dari berbagai sumber yang saling melengkapi untuk memastikan 

ketepatan rekonstruksi jaringan. 

Sumber utama mencakup dokumen penanganan perkara korupsi seperti berkas perkara, dokumen 

administrasi penuntutan, serta instrumen hukum yang digunakan dalam proses penanganan kasus. 

Data juga diperoleh dari rekaman koordinasi antar lembaga yang melibatkan Kejaksaan, Kepolisian, 

lembaga auditor negara, serta lembaga pengawas lainnya. 

Selain itu, wawancara terstruktur dengan aktor kunci seperti jaksa, penyidik, dan auditor digunakan 

untuk merekonstruksi pola interaksi yang tidak terdokumentasi secara formal. Seluruh data kemudian 

diintegrasikan melalui proses case tracing untuk membangun struktur relasional yang utuh. 

D. Data Preparation and Network Construction 
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Seluruh data yang diperoleh dari dokumen perkara, dokumen koordinasi antarinstansi, dan hasil 

wawancara terlebih dahulu melalui proses data preparationuntuk memastikan konsistensi dan 

kelengkapan informasi yang akan digunakan dalam analisis jaringan. Pada tahap ini dilakukan 

identifikasi seluruh aktor yang terlibat dalam setiap tahapan penanganan perkara korupsi, meliputi 

penyidikan, penuntutan, audit kerugian negara, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Setiap aktor 

direpresentasikan sebagai node, sedangkan setiap bentuk interaksi berupa koordinasi, komunikasi, 

pertukaran informasi, validasi bukti, maupun hubungan administratif direpresentasikan sebagai edge. 

Proses pengkodean hubungan dilakukan secara sistematis melalui penyusunan matriks relasi 

(adjacency matrix) berarah (directed network). Hubungan antaraktor diklasifikasikan berdasarkan arah 

interaksi sehingga memungkinkan identifikasi aktor yang berperan sebagai penyedia maupun 

penerima informasi. Untuk menjaga konsistensi pengkodean, seluruh data diperiksa kembali melalui 

proses cross-checkantar sumber data sehingga hubungan yang bersifat duplikatif maupun inkonsisten 

dapat dieliminasi sebelum dilakukan analisis jaringan. 

Tahapan konstruksi jaringan meliputi identifikasi aktor, pengkodean hubungan, pembentukan matriks 

relasi, pembangunan model jaringan, pengukuran indikator jaringan, serta interpretasi struktur jaringan 

berdasarkan pendekatan Network Governance Theory. Tahapan tersebut memastikan bahwa seluruh 

hubungan antaraktor dapat direpresentasikan secara sistematis sehingga mampu menggambarkan 

konfigurasi koordinasi dalam penanganan perkara korupsi. 

E. Analytical Procedure 

Analisis dilakukan secara bertahap melalui lima tahapan utama. Tahap pertama adalah identifikasi 

seluruh aktor yang terlibat dalam setiap kasus. Tahap kedua merupakan proses pengkodean hubungan 

antaraktor berdasarkan bentuk koordinasi dan pertukaran informasi. Tahap ketiga adalah 

pembangunan jaringan menggunakan matriks relasi berarah yang kemudian dianalisis untuk 

memperoleh ukuran-ukuran struktural seperti degree centrality, betweenness centrality, closeness 

centrality, network density, dan modularity. Tahap keempat adalah interpretasi struktur jaringan untuk 

mengidentifikasi pola fragmentasi, posisi aktor strategis, serta mekanisme koordinasi antarorganisasi. 

Tahap terakhir adalah integrasi hasil analisis dengan kerangka Network Governance Theoryuntuk 

menjelaskan bagaimana konfigurasi jaringan memengaruhi efektivitas penanganan perkara korupsi. 

F. Operationalization of Network Variables 

Variabel dalam penelitian ini dioperasionalisasikan melalui indikator Social Network Analysis yang 

berfokus pada struktur relasional antaraktor. 

Degree centrality digunakan untuk mengukur tingkat keterhubungan langsung setiap aktor dalam 

jaringan penanganan perkara. Betweenness centrality digunakan untuk mengidentifikasi aktor yang 

berperan sebagai penghubung atau broker dalam aliran informasi dan bukti antar institusi. Closeness 

centrality digunakan untuk mengukur efisiensi akses aktor terhadap seluruh node dalam jaringan. 
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Network density digunakan untuk menilai tingkat kepadatan koordinasi antar lembaga, sedangkan 

modularity digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan klaster institusional yang terfragmentasi 

dalam sistem penanganan perkara korupsi. 

G. Analytical Strategy 

Analisis dilakukan melalui konstruksi jaringan berbasis kasus yang kemudian dikonversi ke dalam 

bentuk matriks relasi berarah. Matriks ini digunakan untuk memetakan pola hubungan antaraktor 

dalam setiap tahapan penanganan perkara. 

Tahap analisis dilanjutkan dengan pengukuran struktur jaringan melalui indikator sentralitas, 

kepadatan jaringan, dan deteksi komunitas. Hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi pola 

struktur jaringan seperti jaringan terpusat, terfragmentasi, atau berbasis klaster institusional. 

Interpretasi lanjutan dilakukan untuk mengidentifikasi mekanisme relasional yang membentuk 

distribusi pengaruh dalam sistem penanganan perkara, termasuk peran aktor perantara dalam 

menghubungkan subsistem institusional yang terpisah. 

H. Validity and Reliability 

Validitas data dijaga melalui triangulasi antara dokumen perkara, wawancara aktor kunci, dan 

rekonstruksi alur kasus. Konsistensi pengkodean relasi antaraktor diuji melalui inter-coder agreement 

untuk memastikan stabilitas pengukuran jaringan. 

Robustness jaringan diuji melalui sensitivity analysis terhadap perubahan relasi, sedangkan 

perbandingan antar kasus digunakan untuk memastikan konsistensi pola struktural yang muncul dalam 

jaringan penanganan perkara korupsi. 

I. Trustworthiness of Findings 

Untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber data melalui 

perbandingan antara dokumen perkara, dokumen koordinasi kelembagaan, dan hasil wawancara 

dengan aktor kunci. Selain itu, proses pengkodean hubungan antaraktor dilakukan secara berulang 

untuk memastikan konsistensi interpretasi terhadap setiap hubungan yang terbentuk dalam jaringan. 

Validitas interpretasi juga diperkuat melalui pemeriksaan keterkaitan antara hasil analisis jaringan 

dengan kronologi penanganan perkara sehingga struktur jaringan yang dihasilkan benar-benar 

merepresentasikan kondisi empiris proses penanganan perkara korupsi. 

J. Robustness Analysis 

Keandalan struktur jaringan diuji melalui analisis robustnessdengan mengevaluasi stabilitas 

konfigurasi jaringan terhadap perubahan hubungan antaraktor. Pengujian dilakukan dengan 

membandingkan pola sentralitas, kepadatan jaringan, dan struktur komunitas setelah dilakukan 

pengurangan hubungan yang memiliki intensitas rendah. Hasil pengujian digunakan untuk 
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memastikan bahwa pola jaringan yang terbentuk tidak dipengaruhi oleh hubungan-hubungan yang 

bersifat insidental, melainkan mencerminkan struktur koordinasi yang relatif stabil. 

K. Sensitivity Analysis 

Analisis sensitivitas dilakukan untuk menilai pengaruh perubahan kriteria pengkodean hubungan 

terhadap hasil analisis jaringan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan beberapa skenario 

klasifikasi hubungan sehingga dapat diketahui apakah perubahan ambang pengkodean menghasilkan 

perubahan yang signifikan terhadap posisi aktor, tingkat kepadatan jaringan, maupun struktur 

komunitas. Hasil analisis sensitivitas menjadi dasar untuk memastikan bahwa interpretasi terhadap 

struktur jaringan memiliki tingkat konsistensi yang memadai dan tidak bergantung pada satu skema 

pengkodean tertentu. 

Tabel 1. Operationalization of Social Network Analysis Variables 

Variable Definition Measurement Analytical Function 

Degree 

Centrality 

Jumlah koneksi langsung yang 

dimiliki oleh setiap aktor dalam 

jaringan koordinasi penanganan 

perkara korupsi. 

In-degree / Out-

degree 

Mengukur tingkat 

keterhubungan (connectivity) 

aktor serta intensitas interaksi 

dalam proses penanganan 

perkara. 

Betweenness 

Centrality 

Frekuensi suatu aktor berada 

pada jalur terpendek (shortest 

path) yang menghubungkan 

aktor lain dalam jaringan. 

Shortest Path 

Mediation Score 

Mengidentifikasi aktor yang 

berperan sebagai broker atau 

penghubung utama dalam 

aliran informasi, koordinasi, 

dan pembuktian. 

Closeness 

Centrality 

Tingkat kedekatan suatu aktor 

terhadap seluruh aktor lain dalam 

jaringan berdasarkan jarak 

geodesik. 

Inverse 

Geodesic 

Distance 

Mengukur efisiensi akses 

informasi dan kemampuan 

aktor menjangkau seluruh 

jaringan secara cepat. 

Network 

Density 

Proporsi hubungan aktual 

dibandingkan dengan seluruh 

hubungan potensial yang dapat 

terbentuk dalam jaringan. 

Actual Ties / 

Possible Ties 

Ratio 

Menilai intensitas koordinasi, 

tingkat integrasi, dan 

kekompakan hubungan antar 

lembaga penegak hukum. 

Modularity Tingkat pengelompokan 

(community structure) node ke 

dalam komunitas atau klaster 

yang memiliki hubungan lebih 

kuat secara internal 

dibandingkan eksternal. 

Community 

Detection 

Algorithm 

Mengidentifikasi klaster 

institusional serta pola 

fragmentasi dalam sistem 

penanganan perkara korupsi. 

Sumber : Diolah Oleh Peneliti,2026 
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Gambar 1. Case-Based Social Network Analysis Design 

Sumber : Diolah Oleh Peneliti,2026 

III. RESULT AND DISCUSSION 

Results 

Analisis awal dilakukan untuk memperoleh gambaran umum mengenai karakteristik struktur jaringan 

penanganan perkara korupsi. Rekonstruksi jaringan menunjukkan bahwa hubungan antaraktor tidak 

membentuk pola hierarkis tunggal, melainkan jaringan yang terdiri atas beberapa kelompok 

institusional yang saling berinteraksi melalui mekanisme koordinasi tertentu. Struktur tersebut 

memperlihatkan bahwa sebagian besar hubungan terbentuk berdasarkan kebutuhan pertukaran 

informasi, validasi bukti, dan koordinasi antarorganisasi selama proses penyidikan, penuntutan, hingga 

pelaksanaan putusan. 

Secara struktural, jaringan memperlihatkan karakteristik moderately centralized network, yaitu adanya 

beberapa aktor yang memiliki posisi relatif lebih sentral dibandingkan aktor lainnya, namun tanpa 

membentuk dominasi absolut dalam keseluruhan jaringan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa 

efektivitas penanganan perkara tidak hanya dipengaruhi oleh satu institusi, tetapi merupakan hasil 

interaksi kolektif antaraktor yang memiliki tingkat keterhubungan berbeda-beda. 

Tabel 2. Ringkasan Struktur Jaringan Penanganan Perkara Korupsi 
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Komponen 

Jaringan 

Temuan Utama Implikasi Struktural 

Centrality 

Distribution 

Nilai betweenness centrality lebih 

dominan dibandingkan degree centrality, 

menunjukkan pentingnya posisi 

penghubung dibanding banyaknya koneksi 

langsung. 

Kekuasaan relasional lebih ditentukan 

oleh posisi sebagai aktor perantara 

(broker) daripada jumlah hubungan 

yang dimiliki. 

Network 

Structure 

Struktur jaringan bersifat moderately 

centralized dengan beberapa klaster yang 

relatif terfragmentasi. 

Tidak terdapat kontrol hierarkis tunggal 

sehingga koordinasi bergantung pada 

hubungan antaraktor dalam jaringan. 

Community 

Detection 

Teridentifikasi tiga klaster utama yang 

merepresentasikan fungsi investigasi, 

penuntutan, dan audit. 

Menunjukkan adanya fragmentasi 

institusional yang memerlukan 

mekanisme koordinasi lintas klaster. 

Brokerage 

Role 

Peran penghubung lintas klaster 

didominasi oleh sejumlah aktor strategis 

yang menjadi jalur utama pertukaran 

informasi. 

Kinerja jaringan sangat bergantung 

pada aktor broker, sehingga berpotensi 

menimbulkan bottleneck apabila aktor 

tersebut tidak berfungsi secara optimal. 

Network 

Density 

Kepadatan hubungan tinggi di dalam 

masing-masing klaster (intra-cluster), 

namun relatif rendah antar klaster (inter-

cluster). 

Menggambarkan adanya asimetri 

koordinasi antar lembaga yang dapat 

menghambat integrasi penanganan 

perkara korupsi. 

Sumber : Diolah Oleh Peneliti,2026 

Pengukuran sentralitas dilakukan untuk mengidentifikasi distribusi posisi strategis masing-masing 

aktor dalam jaringan penanganan perkara korupsi. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak seluruh 

aktor yang memiliki kewenangan formal tinggi menempati posisi sentral dalam jaringan. Sebaliknya, 

beberapa aktor dengan fungsi koordinatif justru memiliki posisi yang lebih strategis dalam 

menghubungkan berbagai kelompok institusi. 

Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh dalam proses penanganan perkara lebih banyak ditentukan 

oleh kemampuan aktor dalam menghubungkan aliran informasi dibandingkan oleh jumlah hubungan 

langsung yang dimiliki. Dengan demikian, struktur jaringan memperlihatkan adanya perbedaan antara 

otoritas formal dan pengaruh relasional yang berkembang melalui proses koordinasi lintas organisasi. 

Hasil centrality analysis menunjukkan bahwa aktor dengan betweenness centrality tertinggi tidak 

selalu memiliki kewenangan formal tertinggi, tetapi justru menempati posisi strategis sebagai 

penghubung antar subsistem investigasi, audit, dan penuntutan. Hal ini menunjukkan adanya 

decoupling antara authority structure dan influence structuredalam jaringan penanganan perkara. 

Degree centrality relatif tinggi pada aktor administratif internal, namun tidak berkontribusi signifikan 

terhadap posisi strategis dalam aliran informasi perkara. Closeness centrality mengindikasikan bahwa 

hanya sedikit aktor yang memiliki akses efisien terhadap seluruh node dalam jaringan, menunjukkan 

adanya inequality of informational accessibility. 
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Gambar 2. Struktur Jaringan Penanganan Perkara Korupsi (Case-Based Network Simulation) 

Sumber : Diolah Oleh Peneliti,2026 

Hasil identifikasi komunitas menunjukkan bahwa jaringan penanganan perkara korupsi terbagi ke 

dalam beberapa kelompok institusional yang relatif stabil. Setiap kelompok memiliki tingkat kohesi 

internal yang tinggi karena didominasi oleh hubungan koordinasi yang berlangsung secara berulang 

selama proses penanganan perkara. Sebaliknya, hubungan antar kelompok relatif lebih terbatas 

sehingga memerlukan aktor perantara untuk mempertahankan kesinambungan aliran informasi. 

Pola tersebut menunjukkan bahwa fragmentasi jaringan bukan merupakan kelemahan organisasi 

semata, melainkan konsekuensi dari pembagian fungsi antar lembaga dalam sistem peradilan pidana. 

Oleh karena itu, keberadaan aktor penghubung menjadi elemen penting yang menjaga integrasi proses 

penanganan perkara secara keseluruhan. 

Struktur jaringan menunjukkan bahwa aliran informasi tidak berjalan secara langsung antar institusi, 

melainkan melalui aktor perantara yang berfungsi sebagai gatekeeper strukturaldalam proses 

penanganan perkara. 

Analisis modularity mengidentifikasi tiga klaster utama yang stabil dalam jaringan, yaitu klaster 

investigasi, klaster penuntutan, dan klaster audit. Ketiga klaster tersebut memiliki kohesi internal yang 

tinggi tetapi konektivitas antar klaster yang rendah, menghasilkan struktur jaringan yang 

terfragmentasi secara fungsional. 
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Ketergantungan antar klaster terjadi melalui sejumlah kecil aktor yang berperan sebagai inter-cluster 

brokers, yang menghubungkan subsistem institusional yang secara struktural terpisah. 

Network density analysis menunjukkan ketimpangan yang signifikan antara densitas intra-klaster dan 

inter-klaster. Klaster penuntutan memiliki densitas internal yang lebih tinggi dibanding klaster lain, 

sedangkan klaster audit dan investigasi menunjukkan pola relasi yang lebih tersebar. Hal ini 

memperkuat indikasi adanya asymmetric coordination structure, di mana integrasi sistem sangat 

bergantung pada titik koneksi tertentu dalam jaringan. 

Kutipan wawancara memperkuat pola struktural tersebut: 

> “Kalau berkas sudah naik, sebenarnya yang menentukan lancar atau tidak itu bukan 

hanya di kejaksaan, tapi bagaimana komunikasi dengan auditor dan penyidik 

sebelumnya.” (Jaksa Senior, W1) 

> “Kadang kami tidak langsung berhubungan dengan jaksa penuntut, tapi melalui jalur 

koordinasi tertentu agar data bisa diterima.” (Penyidik, W3) 

> “Yang paling penting itu bukan siapa yang paling tinggi jabatannya, tapi siapa yang 

bisa menghubungkan semua dokumen dan validasi.” (Auditor BPKP, W2) 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur jaringan penanganan perkara 

korupsi dibentuk oleh kombinasi antara sentralitas aktor, fragmentasi kelembagaan, dan mekanisme 

koordinasi lintas organisasi. Ketiga karakteristik tersebut saling berinteraksi dalam menentukan 

efektivitas proses penanganan perkara. Dengan demikian, efektivitas penuntutan tidak hanya 

ditentukan oleh kewenangan formal masing-masing institusi, tetapi juga oleh konfigurasi hubungan 

antaraktor yang membentuk jaringan koordinasi dalam sistem penegakan hukum. 

Discussion 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan tidak dapat 

direduksi sebagai sistem hierarkis berbasis kewenangan formal, melainkan sebagai relational 

enforcement systemyang bergantung pada konfigurasi jaringan antaraktor. Dominasi betweenness 

centrality mengindikasikan bahwa kekuasaan dalam sistem ini bersifat structurally mediated, bukan 

ditentukan secara langsung oleh jabatan formal (Awolorinke et al., 2025; Ramos et al., 2022). Aktor 

broker memiliki kemampuan untuk mengontrol aliran informasi, memengaruhi kelengkapan bukti, 

serta memfasilitasi koordinasi lintas lembaga . 

Fenomena ini memperkuat konsep decoupling antara struktur otoritas formal dan kekuasaan relasional, 

di mana distribusi pengaruh aktual dalam penegakan hukum tidak sepenuhnya mengikuti hierarki 

institusional. Temuan modularitas yang menunjukkan fragmentasi institusional mengindikasikan 

bahwa sistem penanganan perkara bekerja sebagai clustered governance system, bukan integrated 
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hierarchy. Keterhubungan antar klaster tidak bersifat langsung, melainkan dimediasi oleh aktor 

perantara yang terbatas jumlahnya (Itoh et al., 2026; Zhou et al., 2024). 

Kondisi ini menciptakan ketergantungan struktural pada brokerage nodes, di mana stabilitas proses 

penanganan perkara sangat ditentukan oleh keberadaan aktor penghubung dalam jaringan. 

Network density yang tidak merata memperkuat adanya coordination inequality, yaitu kondisi ketika 

sebagian aktor memiliki akses koordinasi yang tinggi sementara aktor lain bergantung pada jalur tidak 

langsung. Ketimpangan ini menghasilkan potensi bottleneck struktural dalam aliran informasi dan 

validasi bukti. Dalam konteks ini, brokerage tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme koordinasi, 

tetapi juga sebagai mechanism of structural power concentration within inter-organizational 

enforcement networks. 

Secara teoretis, temuan ini memperluas Network Governance Theory dengan menunjukkan bahwa 

dalam sistem penegakan hukum korupsi, governance tidak hanya berbasis ketergantungan 

antarorganisasi, tetapi juga berbasis asymmetric relational positioning (Cavara & Zirpoli, 2023; De 

Pourcq & Verleye, 2022). Kekuasaan diproduksi secara terus-menerus melalui struktur jaringan yang 

menentukan akses terhadap informasi, legitimasi bukti, dan koordinasi antar institusi. 

Struktur ini menjelaskan variasi efektivitas penanganan perkara meskipun berada dalam kerangka 

hukum dan institusi yang sama, karena outcome ditentukan oleh konfigurasi relasional jaringan, bukan 

semata desain kelembagaan formal. 

IV. CONCLUSION  

Penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan tidak 

dapat direduksi sebagai mekanisme hierarkis berbasis kewenangan formal, melainkan sebagai sistem 

penegakan hukum berbasis jaringan yang ditentukan oleh konfigurasi relasional antaraktor lintas 

institusi. Struktur jaringan yang terbentuk memperlihatkan pola moderat terpusat namun 

terfragmentasi secara fungsional, di mana koordinasi lintas lembaga tidak berlangsung secara 

langsung, melainkan dimediasi oleh aktor-aktor perantara yang menempati posisi strategis dalam 

aliran informasi dan validasi bukti. 

Temuan utama menunjukkan bahwa kekuasaan dalam sistem penanganan perkara tidak terdistribusi 

berdasarkan otoritas formal, melainkan mengikuti posisi struktural dalam jaringan, khususnya melalui 

dominasi betweenness centrality yang merepresentasikan peran broker dalam menghubungkan klaster 

institusional yang terpisah. Kondisi ini menegaskan adanya decoupling antara struktur otoritas formal 

dan struktur pengaruh relasional, di mana efektivitas penanganan perkara lebih ditentukan oleh akses 

jaringan dibandingkan oleh hierarki organisasi. 

Analisis modularitas mengungkap bahwa sistem penanganan perkara terbagi ke dalam klaster 

institusional yang relatif otonom—investigasi, penuntutan, dan audit—dengan tingkat kohesi internal 

yang tinggi namun konektivitas antar klaster yang rendah. Fragmentasi ini menghasilkan 
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ketergantungan struktural pada sejumlah kecil aktor penghubung, yang pada gilirannya menciptakan 

potensi bottleneck dalam aliran informasi dan koordinasi penanganan perkara. 

Network density yang tidak merata memperkuat adanya ketimpangan koordinasi antar lembaga, di 

mana integrasi proses hukum sangat bergantung pada stabilitas relasi broker dalam jaringan. Dalam 

konteks ini, efektivitas penegakan hukum korupsi tidak hanya ditentukan oleh desain kelembagaan 

formal, tetapi juga oleh konfigurasi jaringan yang mengatur distribusi informasi, legitimasi bukti, dan 

koordinasi lintas institusi. 

Secara teoretis, penelitian ini memperluas Network Governance Theory dengan menegaskan bahwa 

dalam konteks penegakan hukum, governance tidak hanya bersifat inter-organisasional, tetapi juga 

secara inheren bersifat asimetris dan relasional. Secara metodologis, penelitian ini menunjukkan 

bahwa Social Network Analysis mampu mengungkap struktur kekuasaan tersembunyi dalam sistem 

penegakan hukum yang tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan normatif semata. 

Temuan ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi stabilitas jaringan 

penegakan hukum dalam berbagai konteks kasus, serta implikasi kelembagaan dari ketergantungan 

struktural terhadap aktor perantara dalam sistem peradilan pidana korupsi. 
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